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KATA PENGANTAR 

Departemen Kesehatan dalam melaksanakan program pembangunan kesehatan 
didukung dengan kegiatan administrasi. Semakin meningkat program yang dilaksanakan 
maka du~ungan kegiatan administrasi juga semakin meningkat yang mengakibatkan tercipta 
arsip dalam jumlah yang besar sehingga perlu penataan arsip dengan sebaik-baiknya. 

' 

Keberadaan arsip pada suatu instansi sangatlah penting sebagai bukti akuntabiltas 
kinerja aparatur pemerintah . Untuk itu pengelolaan arsip secara berdayaguna dan 
berhasilguna sehingga arsip sebagai bahan bukti kegiatan Departemen Kesehatan, dapat 
dimanfaatkan dan diprio~itaskan untuk diselamatkan dan dilestarikan sebagai dokumen/ 
arsip negara yang pad a akhirnya dapat dimasukkan sebagai memori kolektif bangsa. 

Oengan adanya Pedoman Tata Kearsipan Dinamis Departemen Kesehatan, 
diharapkan pengelolaan arsip di ling kung an Departemen Kesehatan dapat dikelola secara 
o·ptimal dan sesuai aturan yang berlaku sehingga tujuan periyelamatan informasi dapat 
tercapai. 

Perkenankan kami pada kesempatan ini, mengucapkan terima kasih kepada semua 
piha~ yang telah memberi'kan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga Tuhan 
Yang Maha Esa selalu melimpahkan rakhmat dan hidayahNya kepada ·kita semua. 

Jakarta, Juli 2006 

V Sekretaris 

dr. Sjafii Ahmad, MPH. 
NIP i40 086 897 
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MENTERIKESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTER! KESEHATAN REPU~LIK INDONESIA 
NOMOR : 684/MENKES/SKNIII/2006 

TENTANG 

l .; 

.. 

PEDOMAN TATA KEARSIPAN DINAMIS DEPARTEMEN KESEHATAN 

Menimbang 

Mengingat 

Memperhatikan 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA; , 

a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok 
Oepartemen Kesehatan dalam bidang pengelolaan kearsipan perlu 
adanya pedoman yang dapat dipergunakan oleh seluruh aparatur 
Oepartemen Kesehatan; 

b. bahwa Pedoman Tata Kearsipan Dinamis yang ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor·533 Ni 11/Menkes/1989 t~mggal 
9 Agustus 1989 dirasakan sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan dalam pengelolaan kearsipan; ' 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan 
tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis Oepartemen Kesehatan. 

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 Tentang Ketentuan- Ketentuan . 
Pokok Kearsipan (Lembaran_ Negara Tahun 1971 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 Tentang 
Penyusutan Arsip ( Lembaran Negara 1979 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor5131). 

1. Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Rl Nomor 01 tahun 
1981Tentang Penar.gananArsip lnaktif; 

2. Surat Ed a ran Kepala Arsip Nasional Nom or 02 Tahun 1983 Tentang 
Pedoman Umum Untuk Menentukan Nilai Guna Arslp; 

3. Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 1575 Tahun 2005 Tentang 
Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan. 
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Menetapkan 

Kesatu 

Kedua . 

Ketiga 

Keempat 

Kelima 

MENTER! KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN TATA 
KEARSIPAN DINAMIS DEPARTEMEN KESEHATAN; 

Pedoman Tata Kearsipan Dinamis Departemen Kesehatan sebagaimana 
tercantum dalam lampiran keputusan ini; 

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, dipergunakan 
sebagai acuan' semua unit organisasi di lingkungan Departemen 
Kesehatan dalam pengelolaan kearsipan Departemen; 

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan 
Nom or 533NIII/Menkes/1989 tanggal9 Agustus 1989 Tentang Pedoman 
Tata Kearsipan Dinamis dinyatakan tidal< berlaku lagi; 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian 
hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya . 

: JAKARTA 
: 30 AGUSTUS 2006 

KESEHATAN 

FADILAH SUPARI, Sp,JP(K)t. 
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PEDOMAN TATA KEARSIPAN DINAMIS 

I. PENDAtfULUAN 

A Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Nom or 7 Tahun 1971 ten tang Ketentuan- Ketentuan Pokok 
Kearsipan, tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggung­
jawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan 
kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi 
pemerintah. Mengingat arsip mempunyai nilai penting sebagai bahan bukti resmi atas 
penyelengg,araan administrasi pemerintahan, maka pad a setiap organisasi pemerintahan 
diberikan kewenangan untuk membuat suatu sistem kearsipan yang tepat sesuai dengan 
corak, warna, bentuk dan sistem administrasi yang ada. 

Departeme.n Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam bidang 
pembangunan dan pelayanan publik didukung dengan pengaturan administrasi. Untuk 
mewujudkan tertib administrasi dalam setiap kegiatan instansi pemerintah maka dilakukan 
peningkatan penatalaksanaan naskah atau surat dinas dan pengelolaan kearsipM 
berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. 

Salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan kearsipan yang efisien dan efektif di 
lingkungan Departemen Kesehatan telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan No.533/ 
MenkesNIIIi1989 tanggal 9 Agustus 1989 Tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis. 
Sejalan dengan perubahan azas pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik dalam 
bidang kesehatan dan sekaligus perubahan Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Kesehatan maka peraturan yang mengatur Tata Kearsipan Dinamis perlu disesuaikan 
dengan perubahan tersebut. 

I 

Dengan adanya Pedoman Tata Kearsipan diharapkan semua aparatur di lingkungan 
Departemen Kesehatan dapat memanfaatkan pedoman ini sebagai acuan pengelolaan 
kea~sipan di unit organisasi masing-masing, sehingga upaya penyelamatan dan 
pengamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban nasional dapat dilaksanakan sesuai 
tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang yang mengatur Ketentuan Pokok 
Kear$ipan. 

B. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Pedomi:m Tata Kearsipan Dinamis ini meliputi pengaturan pengelolaan 
kegiatan kearsipah di ling kung an Departemen Kesehatan dan UPT Departer'nen Kesehatan. 

1 
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' ' 

Sistematika penulisan meliputi pendahuluan, azas organisasi dan tugas kearsipan, 
pengurusan surat, penyimpanan arsip, layanan penggunaan arsip dan penyusutan arsip. 

C. Tujuan 

Tujuan Pedoman Tata Kearsipan Dinamis ini adalah sebagai berikut : 

' 
1. Memberikan petunjuk bagi penyelenggara kegiatan kearsip13n di lingkungan 

Departemen Kesehatan. 
2. Menciptakan sistem pengelolaan arsip yang baik, terkoordinasi, terintegrasi, 

berdayaguna dan berhasilguna. 
3. Menjamin pemeliharaan dan penyelamatan arsip sebagai bukti pertanggungjawabari 

kegiatan pemerintahan. 

D. Pengertian-pengertian. 

Dalam buku pedoman ini yang dimaksud dengan 

' 1. Arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Departemen Kesehatan 
dalam bentuk dan corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok dalam 
rangka pelaksanaan kegiatanDepartemen K~sehatan. 

2. Arsip L)inamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam 
penyelenggaraan kegiatan dan administrasi Departemen Kesehatan. 

3. Arsip Statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsun9. dalam 
penyelen,ggaraan kegiatan dan administrasi Departemen Kesehatan. , 

4. Arsip Aktif adalah arsip dinamis yang secara lang sung ' dan terus-menerus 
dipergunakan dalam penyelenggaraan kegiatan dan administrasi Oepartemen 
Kesehalan. 

' 
5. Arsip lnaktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya untuk 

penyelenggaraan kegiatan.dan administrasi sudah menurun (kurang dari enam kali 
dipergunakan dalam satu tahun). 

6. Arsip Vital adalah arsip yang apabila hilang akan mengga,nggLi eksistensi 
Oepartemen Kesehatan. · :'• 

7. Be rita Acara Pemindahan Arsip adalah pernyataan yang menyatakan oahwa pada 
hari, tang gal dan bulan serta tahuh yang sudah ditentukan pada pernyataan tersebut 

2 
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terjadi p~mindahan arsip dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan unit utama atau dari 
Un!t Ke~rsipan unit Utama ke Unit Kearsipan Oepartemen. 

8. Berita Acara Pemusnahan Arsip adalah pernyataan yang menyatakan bahwa pada 
hari, tanggal dan bulan serta tahun yang t'elah ditentukan pad a pernyataan tersebut 
telah dilakukan pemusnahan arsip yang tercantum dalam daftar l,ampiran. 

9. Be rita Acara Serah Terima Arsip Statis adalah pernyataan yang ·menyatakan bahwa 
pada hari, tanggal dar.1 bulan serta tahun yang telah ditentukan pad a pernyataan tersebut 
telah dilakukan penyerahan arsip statis dari Unit Kearsipan Departemen kepada Arsip 
Nasion~! R,l. · 

10. Berkas adalah kesatuan himpunan dokumen yang saling berhubungan. Berkas dapat 
terdiri dari satu sampai sepuluh bahkan ratusan dokumen. Himpunan dokumen dalam 
satu berkas mengandung data, peristiwa atau keterangan tentang suatu masalah yang 
merupakan hasil rangkaian kegiatan atau persoalan. 

; 

11 . Daftar Pertelaan Arsip (DPA) adalah daftar berkas arsip yang memuat tentang kurun 
waktu pembuatan, jumlah dan keterangan lainnya serta dipergunakan sebagai Iampi ran 
dalam proses pemindahan, penyerahan dan pemusnahan. · 

12. Filir;tg Cabinet adalah sarana untuk penyimpanan arsip aktif/berka's kerja . 

. 13. , Folder adalah alat untuk menyimpan arsip dalam filing kabinet atau kotak kartu kendali. 

14. lndeks ad alan tanda pengenal/petunjuk arsip yang merupakan alat untuk menyusun 
· dan menemukan arsip dalam berkas. 

15. Jadwal Retensi Arsip ( JRA) adalah daftar yang memuat jehis-jenis berkas a tau 
arsip beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengc::n nilai kegunaannya dan 
dipnkai sebagai pedoman penyusutan arsip. 

16. _. Klasifikasi Arsip adalah .pengelompokkan masalah-masalah secara sistematis dan 
· logi~ yang disusun secara berjenjang derig~m tanda-tanda khusus yang berfungsi 

sebagai tanda-tanda ataupun kode dan "dipakai sebagai dasar dalam melakukan 
penataan berkas atau arsip secara sistematis. 

17. Formulir' Tunjuk Silang adalah formulir yang dipergunakan untuk memberikan 
petunjuk adanya hubung'an permasalahan antara satu berkas terhadap berkas lain. 

18. Lembar Disposisi (LD) adalah lembar untuk penulisan disposisi atau arahan pimpinan 
untuk 'penyelesaian surat masuk. 

3 
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'·. 

19. Penataan Arsip adalah cara untuk menata arsip di dalam berkas dan mengc;ltur berkas 
dalam suatu susunan yang sistematis. Penataan arsip harus memperhatikan tujuan, 
kegunaan, bentuk dan sifat arsip yang menunjang pelaksanaan keg'iatan organisasi, 
sehingga dapat ditemukan kembali dengan mudah apabila dipeilu.kan. 

20. Sekat adalah sarana untuk pemisah antara kelompok masalah satu dengan yang lain 
sesuai dengan pembagian dalam klasifikasi arsip. 

21 . Tickler File adalah sarana untuk menyimpan lembar disposisi ke-2 (dua) pada Tata 
Usaha Unit Pengolah. 

22. Unit Kearsipan adalah Unit kerja yang bertanggung jawab pada pembinaan arsip 
aktif dan melaksanakan pengelolaan arsip inaktif di lingkungan Departemen Kesehatan. 

· 23. Unit Pengolah adalah Unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
organisasi. 

24. Out Indicator adalah alat yang digunakan untuk menandai adanya arsip yang keluar 
atau dipinjam dari filing cabinet. 

25. Out Guide adalah alat yang digunakan untuk menandai adanya arsip yang keluar 
atau sebagai pengganti folder arsip yang dipinjam. 

26. Out Sheet adalah alat yang digunakan untuk menandai adanya arsip yang keluar 
atau sebagai lembar pengganti arsip yang dipinjam. 

II. AZAS, ORGANISASI DAN TUGAS KEARSIPAN 

A AlAS 

Pengelolaan arsip Departemen Kesehatan menggunakan azas gabu~gan antara azas 
sentralisasi dan desentralisasi. 

Azas sentralisasi dilakukan terhadap kebijakan pengelolaan kearsipan, pembinaan cian 
pengawasan, standarisasi, peralatan kearsipan yang dikoordinir dan dilaksanakan oleh 
Unit Kearsipan Departemen. 

Azas desentialisasi dilaksanakan terhadap penyimpanan arsip aktif yat:'lg dilakukan oleh 
Unit Pengolah. · 

4 
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B. ORGANISASI KEARSIPAN. 

Secara fungsi'onal susunan organisasi kearsipan di lingkungan Departemen Kesehatan 
dibagi menjadi 2 (dua) unit yaitu : 

1. Unit Kear~ipan. 

Unit keai s\pan di ling kung an Departemen Kesehatan terdiri dari : 

G .Unit .Kearsipan ~epartemen 
' ' 

, Bagian Tata Usaha Departemen Biro Umum ditunjuk sebagai Unit Kearsipan 
1 Departemen Kesehatan. 

b. Unit Kearsipan Unit U~ama 

Di lingkungan unit utamal unit kerja yang mempunyai fungsi sebagai Unit 
, Kearsipan adalah' sebagai berikut : 

i ling~ungan Sekretariat Jenderal: Biro Umum dan sebagai pelaksana 
adalah Bagian Tata Usaha Departemen. 

(2) Di ling kung an lnspektorat Jenderal : Sekretariat lnspektorat Jenderal dan 
sebagai pelaksana adalah Bagian Umum. 

(3) Di lingkungan Direktorat Jenderal : Sekretariat Direktorat Jenderal dan 
sebagai pelaksana adalah Bagian Umum dan Kepegawaian . 

(4) Di l,ingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 
Sekretariat Badan dan sebagai pelaksana adalah Bag ian Umum dan 
Keuangan. 

(5) Di lingkungan Bad an Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya 
Manusia Kesehatan : Sekretariat Badan dan sebagai pelaksana adalah 
Bagian Umum dan Kepegawaian (:: 

(6) I Di lingkungan Unit Pelaksana Teknis: 
a) Unit Pelaksana Teknis Eselon II: 

Bag ian Sekretariat dengan pelaksananya Sub Bag ian Tata Usaha 
b) Unit Pelaksana Teknis Eselon Ill: 

Sub Bag ian Tata Usaha dengan pelaksananya Urusan Umum. 

5 
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2. Unit Pengolah. 

Unit kerja yang mempunyai fungsi sebagai unit pengolah di lingkungan Departemen · 
Kesehatan adalah sebagai berikut : 

a. Di lingkungan Sekretariat Jenderal 

(1) Unit Pengolah 
(2) Pimpinan Pengolah 
(3) Pelaksana Pengolah 
(4) Tata Usaha Unit Pengolah 

Biro-Biro & Pusat-Pusat 
Kepala Biro atau Kepala Pusat. 
Bagian-bagian dan Bidang-bidarig. 
Sub Bag. TU Biro dan Sub Bagian Umum 
dan Kepegawaian. 

b. Di lingkungan lnspektorat Jenderal : 

(1) Unit Pengolah 

(2) Pimpinan Pengolah 
(3) Pelaksana Pengolah 

(4). Tata Usaha Unit Pengolah 

Sekretariat lnspektorat Jenderal dan 
lnspektorat. 
Sesitjen dan lnspektur. 
Bag ian - Bagi~n dan lnspektorat-
lnspektorat. 
Bag ian Umum dan Sub Bpg ." Tata Usaha. 

c. Di lingkungan Direktorat Jenderal : 

(1) Unit Pengolah 
(2) Pimpinan Pengolah 
(3) Pelaksana Pengolah 
(4) Tata Usaha UnitPengolah 

Sekretariat Ditjen & Direktorat- Direktorat. 
Sesditjen dan Direktur. · . 
Bagian-Bagian dan Subdit-subdit 
Bagian Umum dan Kepegawaian, s·erta 
Sub B?g. Tata Usaha 

d. Di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan: 

(1) UnitPengolah 

(2) Pimpinan Pengolah 
(3) Tata Usaha Unit-Pengolah 
(4) Pelaksana Pengolah 

: Sekretariat Badan Litb•;mgkes dan 
Puslitbang . 1 

: . Sesbadan dan Kepala Bidang. i 
Bagian Umum dan Sub Bag TU 

: Bagian-Bagian & Bidang-Bidang. 

e. Di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdaya~n Sumber Daya 
Manusia Kesehatan : · 

(1) Unit Pengolah 

6 

Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan 
dan Pusat - Pusat. 
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(2) Pimpinan Pengolah Sesbadan dan Kepala Pusat. 
(3) Pelaksana Pengolah Bagian-Bagian dan Bidang-Bidang 
(4) ·Tata Usaha Unit Pengolah · Bagian Umum dan Kepegawaian serta 

Sub Bag . Umum. 
f. Di lingkungan Unit Pelaksana Teknis 

Unit Pelaksana Teknis Eselon II 
(1) Unit Pengolah 
(2) Tata Usaha Unit Pengolah 
(!3) Pelaksana Pengolah 

Unit Pelaksana Teknis Eselon Ill 
(1) Unit Pengolah 
(2) · Tata Usaha Unit Pengolah 
(3) Pelaksana Pengolah 

Unit Pelaksana Teknis Eselon IV 
(1) Unit Pengolah 
(2) Tata Usaha Unit Pengolah 
(3) Pelaksana Pengolah 

: Bagian Sekretariat 
: Sub. Bagian TU 

Sub. Bagian 

Sub. Bag ian T.U 
Urusan Umum 
Staf 

Sub. Bagian T.U 
Urusan Umum 
Staf 

C. URAIAN TUGAS ORGANISASI KEARSIPAN 

1. Unit Kearsipan Departemen : 

a. ·· Melaksanakan kegiatan pengurusan surat masuk di !ingkungan Oepkes dan 
pengiriman surat keluar di lingkungan Setjen Depkes. 

b. Melaksanakan penyimpanan arsip inaktif yang mas a retensinya > 3 (tiga) tahun. 

c. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan arsip inaktif. 

d. Melaksanakan kegiatan penyusutan arsip. 

e. Melaksana~an pembinaan kegiatan kearsipan di lingkungan unit utama 
Depa~emen Kesehatan. 

f. Membuat staridar alat-alat kearsipan dan pedoman pengelolaan kearsipan. 

g. ty1elakukan penilaian terhadap arsip inaktif yang akan dimusnahkan maupun arsip 
statis yang akan diserahkan untuk dilestarikan. 

h. Melakukan pemusnahan arsip inaktif yang telah melewati jangka waktu 
penyimpanan ~ 10 tahun. 

i. Melakukan penyerahan arsip statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. 
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2. Unit Kearsipan Unit Utama : 

a. Melaksanakan kegiatan pengurusan surat masuk dan surat keluar 
b. Menerima arsip inaktif dari unit pengolah. 
c. Melaksanakan penataan arsip inaktif. 
d. Melakukan pemindahan arsip inaktif yang masa retensinya > 3 (tiga) tahun 

kepada unit kearsipan Departemen. · , 
e. Melaksanakan pembinaan pengelolaan kearsipan di lingkunga:· unit utama 

dengan koordinasi Unit Kearsipan Departemen. 
f. Melakukan pemusnahan arsip yang telah melewati masa retensi melalui 

koordinasi dengan Unit Pengolah dan Unit Kearsipan Departemen.· 

3. Unit Pengolah : 

a. Pimpinan Unit Pehgolah 

(1) Memberi arahan /instruksi pada lembar disposisi. 
(2) Memberikan batas wal<:tu penyelesaian pekerjaan. 

b. Tata Usaha Unit Pengolah : 

(1) Mendistribusikan surat masuk. 
(2) Mengendalikan berkas kerja. 
(3) Mengendalikan setiap pergerakan surat. 
(4) Mengelola arsip aktif , 
(5) Melakukan pemindahan arsip inaktif ke unit kearsipan unit utama pada setiap 

awaltahun. 
(6) Melaksanakan pemusnahan duplikasi/non arsip 

c. Pelaksana Pengolah : 

(1) Menyelesalkan pengolahan surat dandisposisi pimpinan 
(2) Menyerahkan berkas kerja ke TU Pengolah. 
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BAGAN UNIT KEARSIPAN 
DEPARTEMEN KESEHATAN 

UNIT KEARSIPAN DEPARTEMEN 
BIRO UMUM 

' 

I Set Badan 

' I Set Ditjen 

Set Itjen 
1---

' SetJen 
Unit Kearsipan 

Unit Utama 

' 

' 

I Set Badan, Puslit dan Pusat-Pusat 

I Set Ditjen dan Derektorat2" 

Set Itjen dan lnspektorat2 l 
I Biro-Biro dan Pusat-pusat 

Unit Pengolah 

; 

; 

' 

' 
' 

' 

1-

[ Sos B•d'" & K•pus r 
j Ses Ditjen & Direktur \ Sub o;"kwat ~ 

I Ses ltjen & Inspektur I Inspektorat 

Karo & Kapus I B~gia1~ & Bidang 

Pimpinan Pelaksana 
Unit Pengolah , Pengolah 
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Ill. PENGURUSAN SURAT 

A. Prinsip 

MENTERIKESEHATAN 
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Pengurusan surat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut: 

' 
1. Pengurusan surat masuk dan surat keluar melalui satu pintu yaitu unit kearsipan. 
2. Pengurusan surat masuk dan surat keluar hanya dilaksanakan untuk kepentingan 

kedinasan 
3. Penyampaian dan penerimaan surat rahasia dan sang at rahasia harus dalam keadaan 

tertutup. 
4. Amplop pengiriman surat rahasia dan sangat rahasia rangkap dua. 
5. Pengiriman surat-surat keluar dilengkapi nomor, alamat lengkap beserta kode pas 

serta stempel instansi atau unit organisasi Departemen Kesehatan. 
6. Pengiriman surat keluar menggunakan buku ekspedisi. 

B. Prosedur 

Prosedur pengurusan surat masuk dan surat keluar diatur sebagai berikut : 

1. Pengurusan surat masuk 

a. Unit Kearsipan Departemen 

1) Penerimaan 
a) Memeriksa kebenaran ala mat surat. 
b) Membubuhi paraf pada buku ekspedisi atau :lembar penerimaan surat. 
c) Memisahkan antara surat dinas, surat pribadi dan surat salah alamat. 
d) Menggolongkan menurut sifat surat antara bi<:~sa dan rahasia serta 

cara penyampaiannya antara segera dan biasa, 
e) Membuka surat dinas yang bersifat biasa: 
f) Memilah-milah suratsesuai dengan unit pengolahnya. 
g) Meneruskan surat pribadi dan mengembalikan surat salah alamat 

kepada alamat yang dituju. 

2) Pencatatan Surat 
Mencatat surat dalam buku agenda 

3). Penyampaian Surat 
a) Mencatat surat-surat yang akan disampaikan dalam buku ekspedisi 
b) Menyampaikan surat pada unit pengolah yang dituju · 
c) Penerima surat membubuhkan paraf pada buku ekspedisi 
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b. Unit Kearsipan Unit Utama 

1 ). Penerimaan Surat 
a) Memeriksa kebenaran ala mat surat. 
b) Membubuhi paraf pada buku ekspedisi atau lembar penerimaa(l surat. 
c) Memisahkan antara surat dinas, surat pribadi dan surat salah alamat. 
d) Menggolongkan rneriurut sifat surat antara biasa dan rahasia serta cara 

penyampaiannya antara segera dan biasa. 
e) Membuka surat dinas yang bersifat biasa 

· f) Memilah-milah surat sesuai dengan unit pengolahnya. 
g) Meneruskan surat pribadi dan mengembalikan surat salah alamat 

kepada ala mat yang dituju. 

2) Pencatatan Surat 
. Mencatat surat dalam buku agenda 

3) .' Penyampaian Surat. 

a) Mencatat surat-surat yang akan disampaikan dalam buku ekspedisi 
b) Menyampaikan surat pad a unit pengolah yang dituju' 
c) Penerima surat membubuhkan paraf pada buku ekspedisi 

c. Unit Pengolah. 

a) Penerimaan Surat 
(1) Memeriksa kebenaran alamat surat 
(2) Memaraf buku ekspedisi dengan mencantumkan nama, tanggal dan 

waktu penerimaan 

b) Pencatatan Surat 

c) , 

(1) tJiencatat surat masuk pad a buku agenda 
(2) Mengisi lembar disposisi (LD ) rangkap 2 

Penyampaian Surat 
(1) . Meneruskan surat masuk bedkut lembar disposisi kepada pimpinan unit 

pengolah 
(2) Menerima kembali surat yang telah didisposisi oleh pimpinan. 
(3) Mencatat arahan/instruksi disposisi dibuku agenda 
(4) Menyampaikan surat beserta LD kepada pelaksana pengolah. 
(5) , Menerima kembali LD2 yang telah diparaf pelaksana pengolah dan 

menyimpan LD2 dalam Tickler File. 
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d. Tata Usaha Unit Pengolah : 
(1) Mendistribusikan surat masuk. 
(2) Mengendalikan berkas kerja. 
(3) Mengendalikan setiap pergerakan surat. 
(4) Mengelola arsip aktif 
(5) Melakukan pemindahan arsip inaktif ke unit kearsipan unit utama pada setiap 

awal tahun. 
(6) Melaksanakan pemusnahan duplikasi!non arsip 

e. Pelaksana Pengolah : 
(1) Menyelesaikan pengolahan surat dan disposisi pimpinan. 
(2) Menyerahkan berkas kerja ke TU Pengolah. 

. .· 
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UNIT KEARSIPAN DEPARTEMEN 

PENERIMAAN PENCATATAN PENY AJvlPAIAN 

B- ~ 
Buku 
Ekspedisi 

+ 
Simpan 

- MENTERI KESEHATAN_ 
REPUBLIK INDONESIA 

BAGAN SURAT MASUK 

UNIT KEARSIPAN UTAMA 

PENERIMAAN PENCATATAN PENYAMPAIAN 

T- ~ f LD2 

EJ r LD I 

Buku 
AgendJ i--

-

Simpan 
LD 2 

1;3 

UNIT PENGOLAH 

PENERIMA;<\N PENCATATAN PENYArviPAIAN' 

B- Cf-~M 
1 t]J ~ PnrafBk 

Ekspedisi 

I 

dan LD I & 2 

t]J I 

I Simpan I LD2 
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. . 2 . . Pengurusan Surat Keluar 

a. .Unit Pengolah. 

Pengiriman surat keluar : 

·. 
· I 

a) Menerima surat yang telah siap untuk dikirim dari penyelenggara 
b) Meneliti kebenaran alamat yang dituju. 

· "c)" Mencatat surat yang akan dikirim pada buku ekspedisi 
d) Menyampaikan surat asli/ tembusan kepada unit Kearsipan un~uk dikirim. 

b. U~it Kearsipan Unit Utama. 

· · · · a) Menerima surat yang telah siap untuk dikirim sesua,i dengan alamat yang 
dituju. 

·. b) Memberikan paraf pada buku ekspedisi. · 
c) Mencatat surat yang akan dikirimkan pada buku ekspedisi. 
d) Mengirimkan surat sesuai dengan alamat yang dituju. 

c. Unit Kearsipan Departemen. 

a) Menerima surat yang telah· siap untuk- dikirim sesuai denQan alamat yang 
dituju. 

b) Memberikan paraf pada buku ekspedisi. 
c) · · Mencatat surat yang akan dikirimkan pad a buku ekspedisi. 
d) Mengirimkan surat sesuai dengan alamat yang dituju. 
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BAGAN SURAT KELUAR 

Unit pengolah Unit Kearsipan Unit Kearsipan Alamat yang dituju 
Unit Utama Departemen 

CS2J ; I'VI l"v1 CS2J 1 ' 1 
Buku 
Ekspedi ' Buku Buku Buku 

, si Ekspedisi Ekspedisi Ekspedisi 

' 

Simpan 
i 

D ' ' I Simpan I < . 
' 

C. PENOMORAN SURA"J: 

Nomor surat kei!.Jar merupakan hal yang penting dalam tata persuratan oleh karena itu 
susunannya harus dapat memberikan kemudahan dalam penyimpanan dan temu balik. 
Pemberian hom or swat mengacu kepada pola klasifikasi dan kode unit pengolah. 

C.ontoh: 

1 .' Surat dinas yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan . . ·: · 

PS.01.01/ Menkes/1 00/2004 

I Kode Klasifikasi 

Kode Penandatanganan 

Nom or urut Surat 

Tahun surat 
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2. Surat din as yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I 

PS:01 .01/I/1 00/2006 

I Kode Klasifikasi 

Kode Unit Pengolah setingkat Eselon II 

Nomor urut surat 

Tahun surat 

3. Surat din as yang dibuat oleh Ditjen/Badan dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, 
maka penomoran surat diatur sebagai berikut : 

PS:01.01/C.I/ 100/2006 

I 

-· 

Kode klasifikasi 

Kode Unit Pengolah 

Nomor urut surat 

Tahun surat 

4. Surat dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II 

PS:01 .01/ 3 I 100 /2006 

I 

D. SARANA : 

Kode klasifikasi 

Kode Unit Pengolah Setingkat Eselon Ill 

Nomor urut surat 
' 

Tahun surat 

Sarana yang dipergunakan.dalam pengurusan surat adalah : 

1. Buku Agenda 
2. Buku Ekspedisi 
3. Lembar Disiposisi ( LD ) 

16 



No. Asal Surat 

-
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BUKU AGENDA 

Nomor/ Perihal 
Tanggal Surat 

17 

-

Ditujukan/ lnformasi/ Keterangan 
diteruskan lnstruksi 



No. Tanggal Surat 

-- -

-

! 

MENTERIKESEHATAN 
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BUKU EKSPEDISI 

Nom or Surat Ditujukan 

:. 

·- -

.. 
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Waktu Penerimaan Paraf Penerima 

.. 

- .. 

--

-
- ·-- -

-



Ko de: 

Tanggal/ Nomor 
Asal ' 
lsi Ringkas 

INSTRUKSI/INFORMASI 

MENTERIKESEHATAN 
, REPUBLIK INDONESIA 

LEMBAR DISPOSISI 

Tanggal Penyelesaian 

DITERUSKAN KEPADA : 

1. SESJEN 
2. 1RJEN 
3. DIRJEN BINA KESMAS 
4. DIRJEN BINA YANMED 
5. DIRJEN PPM - PL 
6. DIRJEN BINFAR DAN ALKES 
7. KA.BADAN LITBANGKES 
8. KA.BADAN PEMB.SDM KES 
9. STAF AHLI MENKES BIDANG : 

I. TEK. KES DAN GLOBALISASI 
II. PEMBIAYAAN DAN 

PEMBERDAYAAN MASY. 
Ill. PERLINDUNGAN DAN FAKTOR 

RESIKO KESEHATAN 
IV. PENING.KAPS.KELEMB.DAN DES 
V. MEDIKO LEGAL 

10. STAF KHUSUS MENKES BIDANG: 
I. KESEHATAN PUBLIK 

II. POLITIK KEBIJAKAN KES 
Ill. PERCEPATAN PEMB. KES Dl 

DAERAH TERPENCIL, 
KEPULAUAN DAN DAERAH 
PERBATASAN 

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan 

Kepada 

Ta 
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IV. PENATAAN ARSIP 
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Arsip harus disimpan dengan baik dan menggunakan sistem yang tepat. Hal ini dilakukan 
sebagai upaya untuk tercapainya efisiensi dan efektifitas kerja, terjaminnya keselamatan 
arsip, tercapainya pemanfaatan informasi yang terkandung di dalam arsip secara maksimal. 
Oleh karena itu , diperlukan penyimpanan arsip secara sistematis sejak masa aktif sampai 
dengan inaktif. · · · 

A PRINSIP 

Penataan arsip dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Penataan arsip harus menjamin bahwa arsip yang ditata dan digunakan adalah arsip 
yang benar-benar masih diperlukan untuk pelaksanaan tug as pokok dan fungsi 

2. Penataan arsip harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
3. Penataan arsip berdasarkan prinsip asal usul dan aturan asli. 
4. Arsip yang disimpan di lingkungan Unit Pengolah merupakan arsip aktif. 
5. Arsip yang disimpan di Unit Kearsipan Unit Utama merupakan arsip inaktif yang berasal 

dari Unit Pengolah dengan masa retensinya < 3 tahun. 
6. Arsip yang disimpan di Unit Kearsipan Departemen merupakan arsip inaktif dengan 

masa retensi arsipnya selama > 3 tahun. 

B. PROSEDUR PENATAAN ARSIP 

Prosedur penataan arsip adalah langkah-langkah ataupun tahapan kegiatan yang dilakukan 
dalam kegiatan penataan mulai dari pemilahan, pengelompokan, pemberian kode dan 
klasifikasi serta menempatkan arsip sesuai tempat penyimpanan. Pada umumnya fasilitas 
penataan arsip dibedakan menjadi dua tipe pokok, yaitu fasilitas penyimpanan arsip aktif 
dan fasilitas penyimpanan arsip inaktif. Penataan aktif harus dapat diaplif<asikan secara 
tepat dan terpadu sehingga dapat menjamin tersedianya arsip dengan cepat, tepat dan 
aman. Penataan arsip merupakan kelanjutan dari penanganan arsip keti~a langkah 
pengurusan surat telah selesai diproses. 

1. Unit Pengolah. 

Prosedur penyimpanan arsip diatur sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan (Inspecting) 

Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan terhadap arsip yang hendak 
diberkaskan (File). Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah suatu berkas 
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sudah siap untuk disimpan. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan 
berkas yaitu tanda perintah simpan dan pemeriksaan kelengkapan berkas. 

1) Tanda perir,~tah simpan 
Tanda perintah simpan biasanya diberikan oleh pimpinan unit kerja 
minimal eselon IV. 

2) Kelengkapan berkas surat 
Kelengkapan berkas surat biasanya merupakan lampiran-lampiran yang 
merijadi kelengkapan sesuai yang tercantum pada berkas tersebut. 

b. Penentuan indeks (Indexing) 
., ' 

lndeks merupakan sarana penyimpanan dan penemuan kembali arsip dengan 
cara mengindentifikasi arsip melalui penunjukan suatu tanda pengenal yang 
membedakan arsip terse but dengan lainnya. 

Kegunaanindeks: .. 
(1) Untuk mengelompokan/menyatukan arsip yang kode dan kegiatannya 

san1a kedalam satu berkas. 
(2) Se~agai saran a penemuan kembali arsip. 

Syara.t mengindeks : 
(1) Sing kat: jelas dan mudah diingat. 
(2) Diambil/ditentukan dari isi surat. 
(3) Penentuan berorientasi pada kebutuhan ~etnakai. 
(4) Harus dikelompokan dalam kode klasifikasi sehingga diketahui tempat · 

penyimpanannya. 

Macam dan aturan mengindeks : 
' . 

(1) lndeks nama orang 

Cara yang digunakan dalam penentuan indeks nama orang adalah dengan 
menggunakan metode straight order yaitu pemberian indeks sesuai dengan 

, nama yang sebenarnya. 

Contoh: 

• ·Drs Zaenal Arifin 
• Nurli.na Tobing ' 
• Abdul Haris Nasution 
• Fatimah, SKM 

diindeks 
diindeks 
diindeks 
diindeks 
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(2) lndeks nama Badan/Organisasi 

Jika nama bad an menggunakan nama orang maka diindeks seperti indeks nama 
orang diikuti dengan badan atau organisasinya dan diikuti -dengan kedudukan 
badan hukumnya didalam kurung bila ada . I 

Contoh: 

• Rumah Sakit Fatmawati diindeks Fatmawati, Rumahl Sa kit 
Central Asia Bank (PT) • PT Bank Central Asia diindel<s 

Jika nama badan/organisasi menggunakan bahasa asing yang sudah umum, 
nama bad an ditempatkan di bag ian de pan dan diikuti dengan organisasin'ya, maka 
dalam indeks tetap seperti nama aslinya tanpa perubahan. 

Contoh: 

• Sudarpo Corporation diindeks Sudarpo Corporation 

Apabila nama-nama badan atau organisasi yang sudah biasa dikenal dengan 
nama tersebut (misalnya kantor-kantor pemerintah, nama-nama bank, organisasi 
profesi) maka akan diindeks seluruh namanya, namun badan hukumnya tetap 
berada diakhir indeks dalam kurung. 

Contoh : 

• 
• 
• 

Bank Rakyat Indonesia 
lkatan Dokter Indonesia 
Dewan Perwakilan Rakyat 

diindeks 
diindeks 
diindeks 

Bank Rakyat Indonesia 
lkatan Dokter Indonesia 
DewanPerwa~ilan Rakyat 

Untuk nama-nama badan atau organisasi yang disingk~t dan telah berlaku resmi 
serta dikenal dengan baik, maka singkatan-singkatan itu sendiri dapat dijadikan 
indeks. I • 

Contoh: 

• L.A.N diindeks LAN 

c. Pemberian Kode (Coding) 

Pemberian kode merupakan kegiatan pemberian tanda pengenal pada arsip untuk 
menunjukan tempat yang paling tepat di dalam tempat penyimpanan (filing 

I 
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GtJbinet) . Di dalam pedoman ini kode yang digunakan adalah alfanumerik yaitu 
pengggabungan huruf dan angka. 

Langkah- langkah dalam pemberian kode : 
I 

(1) Menetapkan pokok masalah dengan kode huruf. 
(2) Menetapkan sub masalah dengan kode angka. 
(3) Menetapkan sub sub masalah dengan kode angka. 

Contoh : 

Kegiatan Bag ian Tata Usaha Departemen dalam rangka melaksanakan fungsi 
pergurusan perjalananan dinas luar negeri maka kode yang dipergunakan 
adalah: ·' 

[ TIJ . I 01 

Jika berkas kerja terkait dengan pengurusan paspor maka kode yang diberikan 
adalah : 

TU 01 03 

l Pokok masalah 

Sub masalah 

Sub -sub masalah 

d. Tunjuk Silang 

Tunjuk Silang merupakan alat untuk melengkapi indeks dalam menampung 
penamaan dan peristilahan lain yang mempunyai arti yang sama serta 
mempertemukan beberapa informasi yang mempunyai hubungan atau saling 
keterkaitan. Dengan demikian tunjuk silang diperlukan apabila ditemukan informasi 
yang terkandung dalam suatu berkas surat lebih dari satu subjek atau sub subjek. 

Contoh: 

Di dalam satu kegiatan Kursus Kearsipan ada informasi yang saling berhubungan 
· atau keterkaitan satu sama lain yaitu masalah "Kursus Kearsipan" dan "Biaya 
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Kursus/Honor". Masalah pertama tentang "Kursus Kearsipan", maka kodenya 
yang diberikan adalah DM.04.02 sedangkan masalah kedua tentang "Biaya Kursus 
"kode yang diberikan yaitu KU.01.06. Kode dan indeks masalah pertama ditulis 
pad a surat, sedangkan kode dan indeks masalah kedua dituliskan pada Lembar 
Tunjuk Silang seperti pada contoh gambar di bawah ini: 

Contoh Formulir Tunjuk Silang 

lndeks Kode: KU. 01.06 Tgl. I 

Biaya Kursus Kearsipan No ' 

lsi Ringkas ' 

I 

Dari: Kepada: ' 

Lihat berkas 

' 
lndeks: Kode: Tgl. 

' Kursus Kearsipan OM 04.02. No. 

e. Penyortiran (Sorting) 

Penyortiran merupakan kegiatan pengelompokan arsip sesuai dengan indeks 
dan kode. ' 

f. Penempatan arsip 

Penempatan arsip adalah kegiatan memasukan arsip ke · dalam folder serta 
memasukan folder kedalam filing cabinet 

Langkah-langkah penempatan arsip: 

1. Mempersiapkan folder .... 
FOLDER 

fO~DER 

31om 
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2. Menulis kode dan indeks pada surat 

DM.04.02 
Kursus Kearsipan 

3. Menulis kode dan indeks pada Tab Folder sesuai dengan kode dan arsip 
yang akan disimpan. 

DM.04.02. 
Kursus Kearsipan 

4. Memasukan arsip yang sudah dituliskan kode dan indeks ked a lam folder 

5. P~nataan Sekat (guide) 

' Penat~an sekat merupakan pekerjaan menerapkan klasifikasi arsip dalam 
penataan berkas. Sekat I dipergunakan untuk kode kegiatan (pokok masalah), 
sekat II dipergunakan untuk perincian sub kegiatan (sub masalah) dan Sekat 
Ill dipergunakan untuk perincian sub-sub kegiatan (sub-sub masalah). 
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Penataan Sekat berdasarkan Kode Arsip. 

I 
I 

KP.01 . 

KP.01 .03 
Pengangkatan '-----,--, 

KP.01.02 \ 
Penerimaan P,.). 

KP.01 .01 
Formasl 

I Pengadaan '----------., 

U KP. 
KEPEGAWAIAN 

6. Folder dalam susunan sekat 

Folder ditempatkan di belakang sekat Ill (tersier) yang kode arsipnya sama 
dengan kode arsip dari folder tersebut. Folder diatur berdasarkan urutan 
abjad indeks apabila indeks berupa huruf, dan jika indeks berupa .angka diatur 
dari angka terkecil sampai angka terbesar. 

2. Unit Kearsipan Unit Utama 

Prosedur penyimpanan di Unit Kearsipan Unit Utama: 

a. Menerima arsip inaktif dari unit pengclah 
b. Melakukan pengecekan ulang arsip inaktif yang akan disimpan apakah sesuai 

dengan Daftar Pertelaan Arsip yang akan dipindahkan 
c. Meneliti daftar arsip dan Boks arsip yang diterima dari unit pengolah 
d. Memberikan label pada boks arsip yang diterima dari unit pengolah ' 
e. Menempatkan Boks arsip pada RakArsip /Roll-q-Pact 
f. Menandatangani Be rita Acara Pemindahan Arsip 
g. Menyimpan Berita Acara dan daftar arsip . 

Gam bar: 

Cek ulang daftar 
arsip 
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3. Unit Kearsipan Departemen 

Pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan Departemen hanya dapat dilakukan 
c~eh Unit Kearsipan Unit Utama . 

Prosedur: 

a. . Menerima arsip inaktif dari Unit Kearsipan Unit Utama 
b. · Melakukan pengecekan ulang arsip inaktif yang akan disimpan apakah 

sesuai dengan Oaftar Pertelaan Arsip yang akan dipindahkan 
c. Meneliti Oaftar Arsip dan boks arsip yang diterima dari unit utama 
d. Melakukan pemasangan label boks arsip yang memuat : Kode berkas, 

nomor boks, nama unit pengolah atau unit kerja, tahun (kurun waktu) 
e. Melakukan penyusunan boks pada Roii-0-Pact 
f. Menandatangani Be rita Acara Pemindahan arsip 
g. Menyimpan Berita Acara dan Oaftar arsip 

Gatnbar: 
I 

C. S ARANA 

· 1. Unit Pengolah 

Cek ulang daftar 
arsip 

a. Perangkat Keras (hard ware) : 

a) Filing Cabinet 
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b) Sekat 

1 
( Pokok Masalah 

r 
( 

TAB Sekat I 

c) Folder 
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l Sub-sub Masalah 

Sub Masalah J 
J ' 

TAB Sekat Ill 

/TAB Sekatll 

FOLDER 

FOLDER 

36cm 

b. Perangkat Lunak (soft ware) 

(1) Kode 
(2) lndeks 
(3) Klasifikasi 

2. Unit Kearsipan 

a. Roll- 0- Pact 

' 

r--

r--

Ban 

Rak arsip dapat berupa rak bergerak atau rak tidak bergerak. Rak dipergunakan 
menempatkan boks I doos. Boks atau docs ditempatkan sam ping menyamping 
sesuai dengan urutan yang telah disiapkan. · 
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Gambar : 

b. Boks arsip 

MENTER! KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Boks yang dipergunakan untuk menyimpan arsip inaktif terdapat dua ukuran yaitu: 

• · Boks kecil dengan ukuran Iebar 9 em panjang 38 em dan tinggi 27 em. 
• Boks besar dengan ukuran Iebar 19 em panjang 38 em dan tinggi 27 em. 

'E 
0 

·~ 

19 em 

Boks Arsip Besar dan Kecil 
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c. Label 

MENTER! KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Dipergunakan untuk menuliskan nomor boks I doos, kode klasifikasi ars!p dan 
nama unit pengolahnya masing masing . ' 

D. Pemeliharaan 

Nomor 
Unit kerja 
Kode 
Tahun 

1. Pengaturan suhu dan kelembaban. 
2. Pengaturan sirkulasi udara. 
3. Menjaga kebersihan, mencegah kebocoran, rembesan, kerus?kan dinding, lantai, 

atap, dan lain-lain. , 
4. Melakukan pemeriksaan secara rutin untuk mengetahui ~erusakan arsip, peralatan, 

dan ruang simpan arsip. 
5. Menjaga isi map/box/rak tidak terlalu padat. 
6. Fumigasi. 
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V. LAYANAN PENGGUNAAN ARSIP. 

A PRINSIP 
I 

' . 

Lay~nan penggunaan arsip dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prins ip sebagai 
beril\ut: 

1. Layanan penggunaan arsip menjamin tersedianya arsip yang benar, untuk orang yang 
berhak, pada waktu yang tepat dan dengan biaya yang seefisien mung kin. 

2. Arsip hanya digunakali oleh pejabat dan pega_wai untuk kepentingan dinas, sesuai 
dengan jenjang kewenangannya . 

. 3. Penggunaan arslp oleh pejabat atau pegawai dari unit lain dapat dilakukan setelah 
mempe;roleh ijin dari pejabat pencipta atau pimpinan unit pengolah. 

4. I Setiap layanan penggun~an arsip harus dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan. 

5. Tidak dibenarkan untuk menambah dan atau mengurangi sesuatupun dari berkas. 

I 

B. PROSEDUR 

Layanan penggunaan arsip dilaksanakan sesuai prosedur sebagai berikut : 

1. Permlntaan 
Layanan penggunaan arsip dapat dilakukan melalui permintaan peminjaman dan 
penggunaan arsip secara tertulis minimal oleh pejabat eselon IV . 

2. Pencarian Arsip 
Pencarian arsip al<tif dapat dilakukan oleh TU Pengolah langsung ke filing kabinet 
sedangkan untuk pencarian arsip inaktif dilakukan oleh petugas arsip dengan 
menggunakan daftar pertelaan arsip dan langsung ke roll o pack 

3. Pencatatan 
Melakukan pencatatan arsip dipinjam secara lengkap . pad a lembar formulir 
peminj'aman arsip dan buku agenda · peminjaman arsip sebagai buku pembantu/ 
pengingat. 

4. Pengambilan Arsip 
Pengambilan arsip dari tempat penyimpanan menggunakan out indicator yang 
merupakan tanda keluarnya arsip dari tempat penyimpanan. Out indicator dapat 
beru!J.a guide/ folder atau lembaran/ sheet. out indicator dalam guide /folder berfungsi 
untuk memberi tanda/menggantikan keluarnya arsip dalam satu folder sedangkan out 
indicato'rdalam bentuk lembaran/sheet menggantikan beberapa lembar arsip dalam 
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setiap folder yang sedang keluar dari tempat penyimpanannya. out indicatorsangat 
berguna sekali untuk mengendalikan arsip agar tidak salah tempat ketika disimpan 
kembali. 

5. Pengendalian , 
· Pengendalian peminjaman arsip dilakukan dengan meneliti ,buku agenda peminjaman 
arsip sehingga arsip yang dipinjam dari saran a peminjaman dan atau diperpanjang 
peminjamannya hingga dikembalikan dapat dikendalikan. 

6. Penanganan Arsip Hi lang 
Tahapan yang dilakukan dalam penanganan arsip hilang sebagai berikut: 

a) Penelusuran 
Jika arsip dilaporkan atau diketahui hilang atau tidak dapat ditemukan kembali 
maka langkah untuk penelusuran terhadap seluruh sarana pencatatan perlu 
dilakukan terlebih dahulu, termasuk penelusuran di unit-unit kerja yang memiliki 
keterkaitan dengan informasi arsip terse but. 

b) Pembuatan Berita Acara 
Jika arsip tidak dapat ditemukan, maka perlu dibuat be rita acara kehilangan arsip, 
yang ditandatangani oleh pegawai yang menghilangkan arsip dan atasan langsung 
si peminjam I pengguna serta diketahui oleh unit pencipta arsip 1 

c) Pembuatan Arsip Pengganti 
Berdasarkan Be rita Acara di atas, maka pimpinan unit kearsipan perlu membuat 
arsip pengganti yang fungsinya menggantikan ar~ip yang hilang. 

d) Pemberian Sanksi 
Bagi pegawai yang terbukti menghilangkan arsip, pimpinan un.it kearsipan dapat 
memberikan sanksi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat, 
berdasarkan Undang- undang No.7 tahun 1971 . 

7. Penyimpanan Kembali 
Setelah arsip yang dipinjam dikembalikan, maka arsip tersebut harus disimpan 
kernbali ditempat semula. Tanda keluar diambil dan diganti dengan arsip yang 
bersangkutan. · 

C. SARANA 

Sarana yang dibutuhkan dalam layanan penggunaan arsip terdiri dari : 
1. DPA 
2. Buku Agenda Peminjam Arsip. 
3. Out Indicator. 
4. Out Guide. 
5. Out Sheet. 
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Contoh Daftar Pertelaan Arsip 

DEPARTEMEN KESEf;IATAN Rl 
JL. HR RASUNA SAID 

JAKAiiTA 

MENTERI KESEHATAN 
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SE. KEPALAARSIP NASIONAL Rl 
NOMOR : SE/01/1991 

JAKARTA : 5AGUSTUS 1991 

DAFTAR PERTELAAN ARSIP 
y~ng akan * Disimpan/Diserahkan!Oihapuskan 

Sesuai Dengan Uraian Masalah 

Unit Kerja : Bir<;> Umum 

Nom or ~ode lsi I Uraian Masalah Tahun Jumlah Keterangan 

' 
' PS. PENGAWASAN 

; 

' 
1. 04.01 Tabulasi LHP 2003 1 berkas Asli 

2. 04.02. , Pemutakhiran data tindak 2003 1 berkas Asli 
lanjut 

T\J KETATAUSAHAAN 

3. ' 01 .02 ljin Perjalanan ke luar 2003 1 berkas Asli 
Negeri a.n .dr.Kamal 

4. 01 .03 Pengurusa·n dokumen 2003 1 berkas Asli 
' keberangkatan ke luar . 

' 
. ne~eri an. Dr. Martono 

' 

i 

I 

' 

Keterangan. 
* dicoret yang tidak perlu. 
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BUKU AGENDA PEMINJAMAN ARSIP 

NO Kode Uraian 
Jumlah Lokasi 
Berkas Peminjam 

Keterangan : 
1. No 
2. Kode 
3. Waktu 
4. Nama Peminjam 
5. Waktu pengembalian 
6. Nama yang mengembalikan 
7. Keterangan 

3. Out Guide 

No lndeks Peminjam 

3. OutGuide 

No lndeks Peminiam 

Waktu Nama Waktu Nama yang 
Pinjam Peminjam Pengembalian Mengembalikan 

' 
., 

' 

: diisi nomor urut 
: diisi kode klasifikasi 

· : diisi tanggal/bulan/tahun pinjam 
: diisi nama jelas yang meminjam . 
: diisi tanggal/bulan/tahun pengembalian 
: diisi nama jelas yang mengembalikan 
: cukup jelas 

--~§] OUT 
OUT 

Paraf No lndeks Peminjam Paraf 

' 

OUT 
Paraf No lndeks Peminiam Paraf 

I 

' 
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VI. PENYUSUTAN ARSIP 
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Menurut Pasal' 2 Peraturan Pemerintah No: 34 tahun 1979 Tentang Penyusutan Arsip, 
diseb1.1tkan bahwa penyusutan adalah kegiatan pengurangah arsip dengan cara : 

1. Memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. 
2. Memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
3. Menyerahkan arsip .statis kepadaArsip Nasional. 

Secara garis besa·r, tujuan penyusutan arsip adalah : 
' 

1. Memberdayagunakan arsip dinamis sebagai berkas kerja. 
2. Mengurangi biaya penyimpanan. 
3. Mei1jamin sistem temu kembali arsip secara efisien dan efektif. 
4. ' Memudahkan pengendalian arsip yang tercipta. 
5 ... ' Menyelamatkan arsip yarig mempunyai nilai pertahggungjawaban nasional. 

A. PRINSIP 

Penyusutan arsip dilaksanakan dengan 'memperhatikan prihsip-prinsip sebagai berikut : 

1., Pe~yusutan arsip dilakukan berdasarkan JRA 
· 2: Pemindahan · arsip inaktif dilakukan secara periodik untuk mengurangi penumpukan 

arsip di unit kerja. 
3. Petnusnahan arsip hanya dapat dilakukan terhadap arsip yang tidak berg una lagi 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
4. Pemusnahan arsip dilaksanakan secara total sehingga informasi lain dan fisiknya 

tidak dikenali lagi. 
5. Pemusnahan arsip dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan .atau pejabat 

Departemen Kesehatan yang ditunjuk 
6. Penyerahan arsip statis ·dilaksanakan secara periodik kepadaArsip Nasional Rl. 
7. Kegiatart pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip inaktif kepada unit 

kearsipan harus disertai dengan Berita Acara. 
8. Pemusnahan arsip yang memiliki jangka simpan1 0 (sepuluh) tahun ke atas perlu 

dibentuk Tim /Panitia Penilai Arsip. 

B. PENILAIAN ARSIP 

· Penilaian arsip merupakan kegiatan penentuan nilaiguna, jangka waktu simpan dan nasib 
akhir arsip apakah akan dilestarikan atau dimusnahkan. Untuk melakukan penilaian arsip 
perlu memperhatikan nilai guna arsip sebagai berikut : 

I . 
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' 

1. Nilaiguna primer yaitu nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya dalam menunjang 
pelaksanaan kegiatan yang sedang berlangsung bagi Departemen. 

Ni laiguna primer meliputi : 

a. Administrasi : merupakan nilaiguna arsip untuk mendukung pe'l,aksanaan 
administrasi. 

b. Hukum : merupakan nilaiguna arsip yang melindungi hak dan kewajiban pegawai, 
organisasi dan pemerintah yang dapat dijadikan bukti pertanggungjawaban. 

c. Keuangan: merupakan nilaiguna arsip yang berkaitan dengan kebijakan dan 
transaksi keuangan yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan 
pengawasan keuangan. 

• • 

d. llmiah Tehnologi: merupakan nilaiguna yang berhubungan dengan tanggung jawab 
intelektual/prestasi budaya yang merupakan hasil penelitian murni dan terapan . 
seperti : penemuan teknologi baru , hasil penelitian yang bermakna bagi 
kepentingan ilmu pengetahuan. 

' 
2. Nilaiguna sekunder; yaitu nilai guna arsip yang didasarkan pad a kegunaan arsip bagi 

kepentingan organisasi lain atau kepentingan umum di luar Departemen Kesehatan. 

Nilaiguna sekunder meliputi : 

a. Nilaiguna Evidensial ( bukti keberadaan ), merupakan arsip yang dapat 
memberikan penjelasan tentang aspek penting organisasi, perubahan serta 
perkembangan organisasi, asal-usul, struktur organisasi, peranan administrasi 
dan peranan operasional. 

b. Nilaiguna lnformasi, merupakan arsip dapat berkaitan dengan tokoh nasional, 
benda, peristiwa yang bersifat nasionai tanpa dikaitkan atau bukan merupakan 
hasil tupoksi Oepkes. 

C. PROSEDUR 

Untuk melakukan penyusutan arsip diperlukan suatu pedoman yaitu ·JRA. JRA adalah 
suatu daftar yang sekurang-kurangnya berisi jenis/series arsip beserta jang~a waktu 
penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya. Adapun tujuan JRAadalah: . ·' 

1. Meningkatkan efisiensi operasional instansi. 
2. Perlindungan terhadap informasi pertanggungjawaban nasional. 
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Penentuan retensi atau w~ktu simpan arsip didasarkan kepada : 

1. Nilaiguna arsip 
2. Peraturan perundangan 
3. Kepentingan nasional 

Adapun prosedur kegiatan penyusutan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pemindahan Arsip lnaktif 
't II 

a. Pemindahan arsip inaktif dari Unit Pengolah kepada Unit Kearsipan Unit 
' Utama/Unit Kearsipan Departemen. 

Tahapan kegiatannya sebagai berikut : 
1. Menentukan arsip yang sudah inaktif berdasarkan JRA. 
2. Membuat d,aftar arsip inaktif 
3. Men~ta /mengatur fisik arsip inaktif kedalam boks arsip 
4. Me~berikan ·label nom or boks arsip sesuai dengan nom or arsip pad a daftar 

yang terse but pad a butir 2) . 
5. 'Membuqt berita acara pemindahan arsip rangkap 3 (tiga) masing-masing 

untuk Unit Pengolah, Unit Kearsipan Unit Utama dan Unit Kearsipan 
Departemen. 

6. Melaksanakan pemindahan arsip dan dilanjutkan dengan penandatanganan 
Be rita Acara Pemindahan oleh pimpinan Unit Pengolah sebagai pihak yang 
menyerahkan dan Pimpinan Unit Kearslpan Unit Utama sebagai penerim~. 

b. Pemusnahan Arsip di Unit Pengolah 

Uflit Pengolah dapat memusnahkan arsip duplikasi dan non Arsip (map, am plop, 
, formulir yang tidak bernilai arsip) dengan tahapan sebagai berikut : 

(1) Memilah antara arsip duplikasi dan non arsip. 
(2) Membuat daftar duplikasi arsip dan non arsip 
(3) Melaksanakan pemusnahan dan penandatanganan be rita acara rangkap 2 

(dua) asli yang dilampiri daftar duplikasi arsip dengan disaksikan oleh Kepala 
Unit Kearsipan dan Unit Pengolah. 

(4) Pemusnahan non arsip dapat dilakukan tanpa saksi dan berita acara. 

Gambar: 

Non Arsip dan Daftar Non Arsip BA 
Duplikasi dan Duplikasi Pemusnahan ~ ~ r----+ Musnah 
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' 
c. Pemusnahan Arsip di Unit Kearsipan Unit Utama. 

. ' 

Unit Kearsipan Unit Utama dapat memusnahkan arsip yang jangka simpannya 
3 (tiga) tahun dan atau kurang dari 3 (tiga) tahun, dengan tahapan kegiatan sebagai 
berikut: 

1. Menentukan arsip yang habis masa retensinya berdasarkan JRA 
2. Membuat daftar usul arsip yang akan dimusnahkan 
3. Memeriksa fisik arsip yang akan dimusnahkan sesuai da'ftar us ulan arsip 
4. Melakukan penilaian arsip secara terkoordinasi ·antara Unit Kearsipan Unit 

Utama, Unit Pengolah dan Unit Kearsipan Departemen 
5. Meminta persetujuan Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal 
6. Membuat berita acara pemusnahan rangkap 2 (dua) asli 
7. Melaksanakan pemusnahan dengan disaksikan minimal2 (dua) orang yaitu 

Pejabat dari Biro Hukum dan Organisasi dan Pejabat ltjen Departemen 
Kesehatan. · 

8. Menandatangani Berita acara pemusnahan arsip . . 

Gambar : 

J 
R 
A 

Arsip lnaklif 
(Retensi 

3th) 

~ Daflar Usut ~ 
Musnah 

Persetujuan ~ Penilaian + Persetujuan 
Unit Arsip Menke~ 

Pengolah 

d. Pemusnahan Arsip di Unit Kearsipan Departemen. 

~ Ttd Berita • Musnah 

~ra 

' 

Unit Kearsipan Departemen memusnahkan arsip yang jangka simpannya 
lebih dari 3 (tiga) tahun, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: 

1) Menentukan arsip yang sudah melebihi jangka waktu simpan sesuai JRA 
2) Membuat daftar arsip yang akan dimusnahkan 
3) Mengatur fisik arsip yang akan dimusnahkan sesuai da,ftar 
4) . Mengajukan permohonan persetujuan pemusnahan oleh Menkes ~~pada 

Kepala Arsip Nasional Rl 
5) Membuat berita ?Cara pemusnahanrangkap 2(dua) asli 
6) Melaksanakan pemusnahan dengan disaksikan minimal 2 (dua) orang 

yaitu Pejabat dari Biro Hukum dan Organisasi dan Pejabat ltjen Departemen 
Kesehatan. · 

7) Menandatangani BeritaAcara PemusnahanArsip 
8) Membentuk Tim Penilai Arsip untuk penyusutan arsip den'gan jangka simpan 

~ 10 (sepuluh) tahun. 

38 



Gam bar 

J 
R 
A 

Arsip inaktif ~ 

MENTERIKESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Persetujuan 
Daftar Arsip ~ pemusnahan 

Musnah kepadaANRI 
-> BA -> 

Pemusnahan 
Musnah ~ 

L:_j 

2. Penyera,hari Arsip Statis dari Unit Kearsipan Departemen kepada Arsip Nasional 
Rl.' . 

Penyerahan 8rsip statis kepada Arsip Nasional Rl dilakukan dengan tahapan kegiatan 
sebagai berikut : 

1. M.enentukan arsip statis yang bernilai sejarah 
· 2. rviembuat daftar arsiP, statis yang akan diserahkan 
3. Mengatur fisik arsip statis yang akan diserahkan dan membungkus dengan 

men~gunakan kertas payung. 
4. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Arsip Nasional Rl dengan 

n1elampirkan daftar arsip.yang akan diserahkan 
5. Melal<ukan penilaian bersama antara Unit Kearsipan Departemen dan Arsip 

Nasional Rl. 
6. Membuat BeritaAcara Serah Terima. 
7. Menandatangani BeritaAcara PenyerahanArsip. 
8. Melakukan penyerahan arsip. 
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Lampi ran 

BERITA ACARA 
PEMINDAHAN I PENYERAHAN I PEMUSNAHAN ARSIP 
NOMOR: 

Pad a hari ini tanggal ........... 00 oo···· ··oo·oooooooooooooo ...... oo ............. ...... .. ......... bulan ............................. : .. 

00 ............. 00 ........ tahun .................. .. ...... .... .. : ....... kami yang bertanda tang an dibawah ini: 

Nama 

NIP 

Jabntan 

Dalam hal ir.i bertindak at as nama ................................................... oo .. oo .... 00 .... ............ ......... 00 ..... .. 

Yang selanjutnya disebut Pihak Kesatu : 

Nama 

NIP 

Jabatan 

Dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk ............................................... : ... ,. ........ ................. . 

(unit kearsipan) ....... . 00 0000 ........................... Departemen Kesehatan Rl yang selanjutnya disebut 

Pihak Kedua. Menyatakan telah mengadakan serah terima arsip, arsip inaktif seperti 

tercantum "Daftar Pertelaan Arsip" terlampir dan untuk dipindahkan dan disimpan 

pada ....... .... oo.oo ............. . . .... . . .. oo . .... .. . 

Departemen Kesehatan Rl . 

Diterima tanggal 00 ...................... .. .. .......... Tgl. .......................... 200 ...... . 

Pihak Kedua Pihak Kesatu 

Kepala ......... ... oo.oo oo .... oo . Kepala ............................. . 
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